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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi
masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media
elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air,
mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan
sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa
menyatakan bahwa  kemiskinan menimbulkan  kejahatan dan
pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh
apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.*

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan
moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan
melanggar hukum serta undang-undang pidana.? Kerugian akibat kejahatan
tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materil,
bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak
menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu
pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan

ekonomi yang tidak tercukupi.seseorang berfikir dengan cara mencuri dapat

1 Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. Kriminologi. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2013, h. 1.
2 Kartini Kartono. 2013. Patologi Sosial. Raja Grafindo, Jakarta, 2018, h. 143.



mencukupi kebutuhan hidup nya, akan tetapi apapun alasannya mencuri
tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius
karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dapat
mengganggu kestabilan keharmonisan bermasyarakat. Dapat dikatakan ini
merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu
ada dan melekat pada kehidupan masyarakat, karena kejahatan
merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Menurut Bonger
perilaku seperti ini bukan hanya sebagai penyimpangan tetapi sudah
menjadi penyakit masyarakat, yaitu selain bersifat sebagai perbuatan
melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial.®

Pencurian dengan kekerasan dikenal pula dengan istilah merampok.
Kata merampok berarti mencuri di jalan. Adapun tindak pidana pencurian
dengan kekerasan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan
merampok, dan pencurian di jalan. Tindak pidana pencurian dengan
kekerasan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang
atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan mencuri harta
benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekarasan,
bahkan tak jarang memakan korban jiwa.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan
penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan
orang banyak atau khalayak banyak. Penyimpangan sosial dapat terjadi

dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu

3 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Reflika Aditama, Bandung, 2019, h.15.



terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat
terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku
dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-
norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain
penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil
menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

Perampok tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan
kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidak bekerja sendiri
melainkan dari perkara yang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh dua
orang ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari.
Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan
dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1)*
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian
yang di dahului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap
menguasai barang yang dicurinya.

Kejahatan mungkin tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya
yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas
sampai pada angka terendah. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya
preventif maupun upaya represif.Upaya-upaya ini harus dilakukan secara

selektif dan sistematik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pada garis



besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena pencurian dengan
kekerasan dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat.*

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui
dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang
untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai
ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 bahwa Kepolisian
Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.®

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan
para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyebutkan bahwa, “Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

4 Dian Mandayani Ananda Nasution, “Tinjauan Hukum Terhadap Layanan
Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor
1, April 2018, h. 17.

5 Hamdan Hi. Rampadio, Pertumbuhan Hukum Pidanadalam Menghadapi
Peningkatan Kejahatan, Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Tadulako, 2018, h.184



Kepolisan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap
keamanan masyarakat, maka pihak kepolisian wajib mewujudkan rasa
aman kepada masyarakat. Salah satu tugas kepolisian adalah mengungkap
tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana pencurian dengan
kekerasan. Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat
ditemukan dalam KUHPidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan
dalam percakapan sehari-hari untuk menunjuk pada tindakan atau
perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain
menyerahkan suatu barang. Tindakan atau perbuatan ini dilakukan dengan
menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam
seseorang.

Peran kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana tindak
pidana pencurian dengan kekerasan contohnya adalah dalam kasus tindak
pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi taxi online.
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan
kekeerasan menelan korban jiwa dari kalangan pengendara angkutan
dalam jaringan yaitu taxi online). Korban tindak pidana pencurian dengan
kekerasan pengemudi taxi online adalah David Julher Simanjuntak (46
tahun) warga Jalan Kemiri Il Gang Harjo No 19 yang ditemukan meninggal
dunia di parit Jalan Sempurna Medan. Badannya mengalami luka-luka
tikaman, dan mobil jenis Avanza bernomor polisi BK 1281 BP dirampas
pelaku dan dibawa lari. Kepolisian berhasil menangkap para pelaku
berdasarkan dari olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Tindakan

tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini merupakan tindakan yang



mengandung unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
dan unsur yang berkenaan dengan harta kekayaan, yaitu agar memperoleh
suatu barang atau uang dari orang lain.

Keberhasilan kepolisian mengungkapkan tindak pidana tindak
pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi online,
merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian. Kepolisian dalam
melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan tentu akan mengalami berbagai hambatan dalam
menemukan pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji
dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Peranan Kepolisian
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Terhadap Pengemudi Transportasi Online (Studi Penelitian Di

Polrestabes Medan)”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian
dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi online?

2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
terhadap pengemudi transportasi online di wilayah Porestabes Medan ?

3. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi hambatan dan
menindak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap

pengemudi transportasi online?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian
dengan kekerasan terhadap pengemudi transportasi online.

2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencurian dengan
kekerassan terhadap pengemudi transportasi online di wilayah
Porestabes Medan.

3. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi hambatan
dan menindak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan
terhadap pengemudi transportasi online?.

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu
pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat
dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi
pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kejahatan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi transportasi online di
kota Medan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi
mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam
melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan
dengan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

pengemudi transportasi online di kota Medan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual



1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori
dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang
dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak
disetujui.®

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan
ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas
perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas
penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.’

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang
terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang
dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar
yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan
menjelaskan fenomena yang diamati.®

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian

ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

M. Solly Lubis, Filsafat Imu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2016, h.6.

8 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2013, h. 34-35.



Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa
penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum
untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara
melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas
kekuasaan (machtsstaat).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila
memenuhi  unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl
mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2) Adanya pembagian kekuasaan.

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.®

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah
nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi
tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang
artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan
negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles
mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum
adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada
warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada

9 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium Ul
Jakarta, 2006, h. 24.
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keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia
menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang
sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan
bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum
(rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Di dalamnya
terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi
hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan
kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak
yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta
menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan
wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh
karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan,

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk
mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan
keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi



11

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh
masyarakat.'©

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-
kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan pergaulan hidup!. Penegakan hukum tidak bisa terlepas
dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus
(bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan
merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh
ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan
penyitaan.'?

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak
ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam
sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)
konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai

universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu

waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan;

1%Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2014, h. 55

11Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

2 1bid, h.7
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3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku
yang baru.'®

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement,
merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna
melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan
kepentingan pribadi'*. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi
hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan
dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi
mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan
hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses
pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law
illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement
process)®.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana
Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.'®

13 CST Kansil, Op.Cit, h. 12

14 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.
123

15 |bid

16 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55
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Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum
dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan
pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum
preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar
orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum
represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum
sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah
penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha
penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan
terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan
hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat
perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai
aturannya masing-masing.’

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa
hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan
tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu
kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi
kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.®

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling
berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta

merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

17 1bid, h. 77
18Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2002, h.5
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2)

3)
4)

5)
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Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang
beserta peraturan pelaksanaannya

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan
hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu
diterapkan

Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari
manusia dalam kehidupannya.*®

c. Teori Criminal Policy

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan

kriminal tidak terlepas dai kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari

kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan

kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (social defense policy).2°

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah

melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena

kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Batas-batas kemampuan

hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :

1)

2)

3)

4)

Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar
jangkauan hukum pidana.

Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem)
sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah
kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan
yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-
politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan
hanya merupakan kurieren am symptom, oleh karena itu hukum
pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan
pengobatan kausatif.

Sanksi hukum pidana merupakan ’remedium” yang
mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung
unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.

19 Soperjono Soekanto, Op. Cit, h. 3
2Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 73.
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5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal,
tidak bersifat struktural/fungsional.

6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sangsi
pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana
pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya
tinggi.?*

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal yang
dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal
digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dan dalam
arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, sedang dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan
resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari
masyarakat.??

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan
kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan
pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan
pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan
nasional dari faktor-faktor penghambat.?®> pencapaian tujuan naional
tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana

korupsi

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

21 1bid, h.74.

22 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2016, h. 114.

23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru ), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2016, h.56.
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1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang
berupa pidana;

2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan
polisi;

3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari
masyarakat.?*

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk
menentukan:
1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu
dirubah atau diperbaharui;
2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak
pidana;
3) Bagaimana cara penyidikan, penunututan, peradilan dan
pelaksana pidana harus dilakukan.?®
Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni:
dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan
kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha

2ANursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka Prima,
Medan, 2017, h. 248.
25Gyaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem

Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2017, h.15
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yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (the
rational organization of the control of crime by society.2®

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya
penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral
dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).?’

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi suatu saat.

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.?®

Keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan seperti
disebutkan di atas, maka hal ini menunjukkan perlu digunakan dan
dikedepankan kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan
kejahatan. Kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan
yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan/
menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan
itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih
menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/ pemberantasan/
penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih
menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum

kejahatan terjadi.?®

26 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

27 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 4.

28 |bid., h. 26.

29 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, h. 1.
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Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan
salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional
dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.3°

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan
kejahatan (crime prevention) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan
pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Klasifikasi
pencegahan kejahatan dibedakan dalam kategori sebagai berikut :

1) Primary prevention : suatu strategi yang dilakukan melalui
kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan
akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.

2) Secondary prevention : target adalah calon-calon pelaku.

3) Tertiary prevention : targetnya adalah mereka yang telah
melakukan kejahatan.3!

Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

4) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan;

5) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku
yang baru.®?

Masalah-masalah sosial dan kondisi sosial yang dapat
menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat merupakan masalah

yang tidak dapat diatasi atau ditanggulangi hanya dengan menggunakan

sarana penal saja mengingat keterbatasan dari sarana penal seperti yang

30 |bid, h. 2.

31 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum, The Habibi
Center, Bandung, 2012, h. 156.

%2Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit, h. 12
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telah disebutkan di atas, sehingga perlu digunakan sarana non penal. Salah
satu sarana non penal yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial
(social policy) yang ternasuk dalam jalur "prevention without punishment”.
33

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek
kebijakan sosial yang harus mendapat perhatian adalah penggarapan
masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual
sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga
(termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas
pada umumnya. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh
dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan
menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat, upaya non penal
tersebut juga digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi
efek preventif, misalnya melalui media massa, pemanfaatan kemajuan
teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak
hukum.34

Kebijakan non penal lebih menekankan pada unsur pencegahan
(preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif
penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup

kebijakan non penal sangat luas sebagai mana diungkapkan oleh G. Peter

33 |bid, h.13.
34 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, h.45.
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Hofnagels bahwa kebijakan non penal di dalamnya tercakup berbagai
aspek seperti peran serta mass media dalam mempengaruhi pandangan
masyarakat tentang kejahatan dan pidana, kebijakan sosial, perencanaan
sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, kesejahteraan anak,

penyelenggaraan hukum administratif dan hukum perdata.3®

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang
dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk
keperluan analitis.®® Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada
hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit
dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun
demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan
abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat
dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan
sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

a. Peranan adalah mempraktekkan, memasangkan.’’ Berdasarkan
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah
tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan

maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan

35 |bid, h.48.

36Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

37 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,
Jakarta, 2018, h.211.
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b. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

c. Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal
sebagaipengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha
pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.3®

d. Pencurian dengan kekerasan adalah.®

e. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik
kendaraan bermotor.*°

f. Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi transportasi online
adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang

telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di
perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian
tentang “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Transportasi Online

(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)” belum pernah dilakukan

38 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, h. 23

39 Kartini Kartono. Op. Cit., h. 143.

40 1bid., halaman 196.


https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor

22

penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir

sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam

perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Tesis Widhi Prasetyo Utomo, NIM: C100140052, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang
berjudul: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Tindak pidana
pencurian dengan kekerasan Yang Disertai Dengan Penganiayaan
Berdasarkan Pasal 365 KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Surakarta No0.97/Pid.b/2017/PN.Skt). Tesis ini merupakan penelitian
yuridis normatif yang lebih menekankan ada analisis hukum faktor-faktor
apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan penganiayaan
(ancaman kekerasan), dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang
diberikan kepada pelaku perbuatan tindak pidana tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan penganiayaan
(ancaman kekerasan) menurut Pasal 365 KUHP.

2. Tesis Alfisyahrin R. Yusuf, NIM: B111 12 196, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul:
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan (Studi Kasus di Kota
Makassar Tahun 2014-2016). Tesis ini merupakan penelitian yuridis
yuridis empiris yang membahas tentang faktor-faktor apakah yang

menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang
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dilakukan oleh anak dijalanan di kota Makassar serta penanggulangan
aparat terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan yang di
lakukan oleh anak dijalanan di kota Makassar.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang
dibahas di dalam tesis ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian
topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada
aspek kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pengemudi
transportasi online di kota Medan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran
penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun
doktrin-doktrin yang yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara
akademik.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yuridis
normatif yang didukung dangan data yuridis empiris yang bertujuan
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-
bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang

diperoleh di lapangan. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah :
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a. Pendekatan kasus (case approach),** dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),*? dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.*®

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya
semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu

maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara

41 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
42 |bid, h. 95
43 |bid, h.96
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umum.** Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan
ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.*
3. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan

melakukan wawancara.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam
penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan
dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet,

bibliografi dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :
a. Penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan
gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (library research)

dilakukan dengan dua cara yaitu:

4 Bambang Sunggono. 2014. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, h. 184.
45 |bid., h. 185.



26

1) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research)
secara langsung dengan mengunjungi tokok-toko buku,
peerpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan
dalam penelitian.

2) Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan
dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun
data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan wawancara

dengan Bripka Brata, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan
analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada
paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang
merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep
yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan
tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengemudi

transportasi online di kota Medan.



BAB I
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGEMUDI
TRANSPORTASI ONLINE

A. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi
Transportasi Online

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan
tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan
istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.*

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu
pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan
sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum.*” Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit
adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut
dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.*

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

46 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education,
Yogyakarta 2012, h. 20

47 P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adytia Bakti,
Bandung, 2007, h. 182

48 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2012, h. 8

27
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diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat
melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang
bertanggungjawab).*® Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai
perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan
tersebut.>®

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,
dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang.

3. Perbuatan itu  dilakukan oleh  seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan.®!

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang
melanggar hukum.? Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah
strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari
bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui

penggunaan strafbaar feit.

49 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010,
h.96.

50 Moelyatno, Asas Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 2008, h.16

51 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 48

52Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesiaa, Jakarta, 2006, h.144.
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Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak
pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit.
Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut
disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

N

. Peristiwa pidana

3. Perbuatan pidana

B

Tindak pidana.®3

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-
undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi
para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.
Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para
sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah suatu handeling
(tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-
Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan
kesalahan schuld oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur  objektif yang berupa tindakan yang
dilarang/diharuskan.

53 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010, h. 26
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2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan
bertanggung jawab.>*

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak
sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas
tindakannya.>®

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu
merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi :

1. Suatu perbuatan

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung
jawabkan.>®

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang
digunakanpun sama vyaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan
istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan.
Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan
Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk
menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah
strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan

secara harfiah menjadi peristiwa pidana.>’ Meskipun terdapat banyak

5 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Palitics, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2010, h. 8

S5Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Grafika, Jakarta,
2001, h.4.

56bid.,

57Andi Hamzah, Op.Cit, h. 4.
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perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada
strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin
sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang
banyak digunakan yaitu delik.%8

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak
pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya
ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.>®

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar feit
adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh
Undang-Undang diancam dengan pidana.®°

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan
yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno
menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-
perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,
merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat
akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik

dan adil. %t

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana

adalah Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

%8|bid., h. 65.

%9 M. Hamdan, Op.Cit, h. 8

60 Adami Chazawi.Op.Cit, h. 28.
61 Moeljatno. Op.Cit, , h. 54
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dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. la juga

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa

pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

3.

R.

1. Harus ada suatu peruatan manusia.
2.

Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam
ketentuan umum.

Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu
orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di
dalam Undang-Undang.%?

Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan

atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu

diancam dengan hukuman.®® Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur

yaitu:

1.

2.

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu
perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya
dapat dihukum.

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini
bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si

pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar

aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

62 M. Hamdan, Op.Cit, h. 9

63

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentarnya, Politea, Bogor, 2008, h. 26
64 1bid. h. 26
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Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan
tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.®®

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana
adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana,
sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat
perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan
merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana
sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1
KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat
melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru
masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh
peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak,
haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku
(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini,
tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa

65 M. Hamdan. Op.Cit. h. 10
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kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak
pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga
orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan
atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada
kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat
daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat
baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan
masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus
ditindak secara seksama.

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me-
dan akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: “Pencuri berasal dari kata
dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri
adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian
pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara
sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”®®

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah
sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara

66 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2004, h. 217
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melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku Il
Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam
puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat
diketahui dalam KUHP BAB IX buku | tentang arti beberapa istilah yang
dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam
rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian
itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu
perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.%’
Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab
ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada
pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah
setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak
pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau
sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,sedangkan unsur

subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

67 R.Wirjono Prodjodikoro. Op.Cit, h. 29
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Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai
dengan Pasal 367 KUH. Pidana, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUH. Pidana

2. Pencurian berkualipikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal

363 KUH. Pidana.

3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUH. Pidana

4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365

5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUH. Pidana.®®

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab
semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas
dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHPidana lainnya tidak
disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup
disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur
pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam
semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur
oleh semua negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana pencurian
merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di
Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana
ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta
kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh
dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

68 Gerson W. Bawengan., Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2000, h.148-149.
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1. Perbautan mengambil

2. Yang diambil harus sesuatu barang

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang
itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut Soesilo
mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang
tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil
barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus
tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.®®

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila
barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja
barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan
mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan
memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini
berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang
tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil saja belum
merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk

8 R. Soesilo, Op.Cit, h..250
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memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil
dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian
menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian
bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan
aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu
penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut,
sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup
pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari
atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan
jalur memindahkan, misalnya :
1. Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
2. Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak
mengembalikannya.’®

Menurut R. Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam

penerapan Pasal 362 KUHPidana:

Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam
penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada
pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan
penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka
penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.’*

70 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, h. 101

1 R. Sianturi, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta, 2003, h.
592
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R. Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara
mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai
garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat
lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga
berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.

2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini
karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat
dipisahkan dari yang dipisahkan.

3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang
saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan
bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidak-tidaknya
orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama
sekali tidak dipindahkan.’?

Cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari
atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian
atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di dekat jualan si B,
karena suatu keperluan si B meninggalkan jualannya. Setelah kepergian si
B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A karena menyangka si
A adalah pemiliknya.

Menurut Andi Hamzah bahwa jika orang mencuri dengan maksud
untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik
pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang

yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang

berada di bawah kekuasaan si pembuat.”

2 1bid, h.593
73 Andi Hamzah, Op.Cit, h. 101-102
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Unsur kedua yaitu yang diambil harus sesuatu barang, R. Soesilo
memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek
pencurian, yaitu sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud
termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung
dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan
gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke
kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita
(untuk kenangkenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga
termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.’

R. Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat
menjadi objek pencurian yaitu yang dimaksud dengan sesuatu barang
dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang
mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi, pengertian ini memang
wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal
bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu
sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai
ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan
hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang
menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”™

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan

sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus

74 R, Soesilo,Op.Cit, h. 250
5 R. Sianturi, Op.Cit, h. 593
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dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak
selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila
barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain
sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan
orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B
bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor, maka
sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil
sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam kasus ini masuk
pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam
Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang
milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang
tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur
ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki
adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh
karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk
memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan
pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya

dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya. Pengertian
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hendak memiliki menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah “menjelaskan
suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang
menurut kehendak sendiri”.”®

Menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia
(melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah
menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas
barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula R. Wirjono Prodjodikoro
mengemukakan pendapatnya bahwa “pengertian memiliki adalah berbuat
sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan
perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”.””

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-
barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak
memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si
pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian
melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah
perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai

dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa

6 R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.17

7 1bid, h.18
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setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-
undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin
Farid mengemukakan bahwa: “Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat
disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak
diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila
si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain,
maka tidaklah termasuk pencurian”.’®

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal
lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang
itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk
diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang
karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu
barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya.
Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan
pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”®

Menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum
atau tidak, ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman Djoko Prokoso
yaitu:

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian
melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah
mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa
suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini
perbuatan melawan hukum.

78 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidanal, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 126
9 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008, h.
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2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan
yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat
melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-
undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan
dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah
melawan hukum &

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang
dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi.
Dikemukakannya sebagai berikut: “Sebenarnya antara unsur memiliki
barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki
barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk
menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang
adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang
memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum
dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.®!

Berdasarkan berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan
dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang
terkandung dalam KUHPidana. Akan tetapi pada dasarnya mereka
mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik
pencurian.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II
Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

80 |bid, h.118
81 R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h. 17



45

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam
puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat
diketahui dalam KUHP BAB IX buku | tentang arti beberapa istilah yang
dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Rumusan
Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu
merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan
yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak
setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga
mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya
dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap
mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana
pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari
tindak pidana tersebut. R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas
dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain
untuk dimilikinya.®2 Moeljatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana
pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut
yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah

mengambil barang milik orang lain.83

82 R.Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.31
83 Moeljatno, Op.Cit, h. 16
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Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana
pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain,
sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah
perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan
hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai
dengan Pasal 367 KUHP, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHP.

2. Pencurian berkualipikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal

363 KUHP..
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHP.

4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP.
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHP.84

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa
yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan
melawan hak.

Pencurian biasa dalam KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Perbautan mengambil

2. Yang diambil harus sesuatu barang

3. El?r:ang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki
barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).®

84Gerson W. Bawengan., Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2014, h.148.
85R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.21.
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Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-
unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur
dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya
suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah
berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut
belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru
melakukan percobaan pencurian.

Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian
dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan
pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama
7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur
pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang
memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara
tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat yakni maksimal 9 tahun
penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah
atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama.
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau
dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu.8®

86 Moeljatno, Op.Cit, h. 42.
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Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di
masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah
antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda
namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan
pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya
dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu
walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai
perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya
pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan
dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana
kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini
merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah
suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi
pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan
Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian
dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang
didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang
dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pencurian dengan kekerasan atau perampokan diatur dalam Pasal
365 KUHP, yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk
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mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di
jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang
berjalan;

b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;

c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh
tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula
disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan
3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan
kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian
dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-
unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal
ini sesungguhnya hanyalahsatu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang
terdiri dari kejahatan ‘pencurian’ dan kejahatan ‘pemakaian kekerasan
terhadap orang.

Unsur-unsur  kejahatan  pencurian dengan kekerasan atau
perampokan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan Pasal 362
KUHP dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:
1) Pencurian yang;

2) Didahului atau disertai atau diikuti;
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3) Kekerasan atau ancaman kekerasan,;
4) Terhadap orang;
5) Dilakukan dengan maksud untuk :
a) Mempersiapkan atau;
b) Memudahkan atau;
c) Dalam hal tertangkap tangan;
d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta
lainnya;
e) Untuk tetap menguasai barang yang di curinya;
b. Pasal 365 ayat (2):
Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan
unsur :
1) Waktu malam;
2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya;
3) Dijalan umum;
4) Dalam kereta api yang sedang berjalan;
5) Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih;
6) Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci
palsu, perintah palsu, jabatan palsu;

7) Unsur mengakibatkan luka berat pada korban;

8) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,;
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Ketentuan pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai
atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk
mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ketempat kejahatan
atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan
cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

B. Jenis Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-Unsurnya

Diketahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana,
maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai
jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan
diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari
Pasal 362 KUHPidana sampai dengan Pasal 367 KUHPidana sebagai
berikut:

1. Pencurian biasa.

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu
barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 900,-
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Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-
unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan
subjektif yaitu sebagai berikut :

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
1) Mengambil
2) Suatu barang
3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
1) Dengan maksud
2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3) Secara melawan hukum

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana
pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari
tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362
KUHPidana.

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal
disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang
dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan
cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih
berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari

pencurian biasa.
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Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan

diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang

dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan

cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan,

maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk

pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat

dipaparkan sebagai berikut:

a. Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363

yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1
Ke-2

Ke-3

Ke-4

Ke-5

Pencurian dengan kekerasan.

Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banijir,
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara, pemberontakan atau bahaya perang

Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan
oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau
tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersama-sama.

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam)
palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan
salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling
lama Sembilan tahun.®’

8’R. Soesilo, Op. Cit, h. 251
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b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal
365KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah
pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini
lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau popular
dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini
adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicurinya.

2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:

Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam

sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada
rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem
yang sedang berjalan.

Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama.

Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai
oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-
3.
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Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur pasal di atas maka
seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian
dengan pemberatan.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan
unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi
diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal
364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
yang berarti menurut Andi Hamzah pasal ini adalah pasal tidur, dikatakan
tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya
menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.®®

Pasal 364 KUHP berbunyi sebagi berikut : “Perbuatan yang
diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no.4, begitu juga apa yang
diterangkan dalam Pasal 363 no.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah
rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika
harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya

tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

88 Andi Hamzah, Op.Cit, h.106
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Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda dalam KUHP dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh
rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca
menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak
lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan
melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut :

a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)

b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya
(Pasal 362 sub 2 KUHP).

c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan
setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3
KUHP).

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

4. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului,
disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur kekerasan dapat
berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar
dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan

pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya,
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bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya
yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri
itu tetap berada di tangannya.
5. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban,
dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal
tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika dia
adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta
kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam
garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang
itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena
kejahatan.

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa:
“... jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak
keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat
hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu
(delik aduan).”

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada
pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.
Penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari

yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat
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mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara
mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak
mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga
sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat
ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan
diajukan (Pasal 75 KUHP).

Berdasarkan hal di atas, maka orang tua dari si pelaku berhak
mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian. Meski
demikian, si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut

dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Transportasi Online

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka harus
diberikan sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus
dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku dengan kekerasan. Secara
konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat

untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan
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atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan
hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan
menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan
nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.®®

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan
penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban
dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan
dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-
tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan
menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga
yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-
masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan
bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai
unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada
diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).*°

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu

aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum

89 CST. Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2018, h.29

9% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 4.
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pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau
masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.

2. Faktor penegak hukum vyakni pihak-pihak yang mebentuk

maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.®?

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil
dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena
mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung
berkecimpung di bidang penegakan hukum.®?

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang
secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak
hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance.
Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman,
kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial)
merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin
tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya

merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, maka

9 |bid., h,5.
92 Andi Hamzah, Op.Cit, h.82
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seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan

pemegang peranan (role occupant).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (ideal role).

2. Peranan yang seharusnya (expected role)

w

»

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)

Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).%*

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1.

Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari

Undang-Undang disebabkan karena :

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat
dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta
penerapannya.

. Faktor pengak hukum vyakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.®®

9 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h.12
% 1bid, h.14.
% lbid, h.16.
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Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam
masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga
mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat
untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang
melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam
suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan
sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan
sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin
sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan
merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara
preventif  (pencegahan) dan refresif (penindakan).®®  Bentuk
penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku
tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang
tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari
bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang
utamal/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari
kebebasan manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

% Soedjono Dirjdosiswono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),
Alumni: Bandung, 2013, h.52
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seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan
dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang
yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan
asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya
seseorang Yyang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah
diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan
ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau
kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung

jawabkan dari si pembuat.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si

pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja
dan Sikap kurang hati-hati atau lalai

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.®’

97 Sudarto, Op.Cit, h.77.
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Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik
dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu
dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan
(volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan
keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai
konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya
perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana,
orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka
untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.
Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang
cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-
diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan
mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang
menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini,
hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa
terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih
meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak
berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan
berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1)

KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
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dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya
jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut
tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP,
maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat
sebagai berikut:

1. Syarat psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang
sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan
kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena
suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si
pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu
gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan
sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat
dikenai hukuman.%

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat
dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum”
dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis
(jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa
‘kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi
kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur

kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan

sengaja.

9% Moeljatno, Op.Cit, h.88
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Menurut teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada tiga
macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesen%ajaan yang bersifat tujuan, si pelaku daPat
dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh
khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu
tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini,
berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat
yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat _)éang_ menjadi dasar dari delik,
tetap! ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti
perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu
kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan
hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.%

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang
menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan
seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359
KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau kurangan paling lama satu tahun.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.®
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama

memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut

9 |bid, h.90
100 Andi Hamzah, Op.Cit, h.47
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semestinya. Kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati

guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan

tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak

mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut

hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin
timbul karena perbuatannya.

2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak
benar.1%!

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada
alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban
pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada
pembagian antara “dasar pembenar’ (permisibilry) dan “dasar pemaaf”’
(ilegal execuse).1%?2 Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana
berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan
hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya tidak dapat disebut
sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar
penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan

hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

101 1bid, h.48
102 1bid, h.51
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Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam
Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan
kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk
mempermudah dalam melakukan aksinya. Pasal 365 KUHP, disebutkan
bahwa:

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal
363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa.:.

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9
(sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan
pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi
dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan
melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di
dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan
pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya,
bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya
untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap
tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut
melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap
di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk

disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
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2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah
rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di
jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang
berjalan.

b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau
lebih.

c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan
jalan membongkar atau memanijat, atau dengan jalan memakai kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika
karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara
sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika
perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula
oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang
diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri
dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana
kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang
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didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk
mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya,
kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang
menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah
kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan

terhadap barang.



